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Efektivitas Pengelolaan Pengaduan dengan
memaksimalkan Peran Pengawas Internal

Semarang, 19 Juli 2021
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o OMBUDSMAN PROSES PENYELESAIAN LAPORAN DI OMBUDSMAN

N\

1.Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL);

C M

Pemeriksaan Laporan (PL)

S
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1.Resolusi dan Monitoring (Resmon)

SK No. 244 tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Pemberian Konsultasi, Penerimaan da
Verifikasi Laporan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia



TAHAP PENERIMAAN & VERIFIKASI

ALUR PENYELESAIAN LAPORAN OMBUDSMAN RI

TAHAP PEMERIKSAAN

LAPORAN

MASYARAKAT

v

Pencatatan
Laporan

—Tick lerighap —

lenghap

Tindakfanyyut
peme Nicaan

Distribusi/
penugasan/
penerusan

Laporan Akhir
Hasil Pemeriksaan
(LAHP)

Verifikasi
Maternil

Malad

ministrasi

3
=
&

z3

i3

38

=2

1. Permintaan data/
informasi

2. Klarnifikasi

3. Pemeriksaan
lapangan

4. Pemanggilan

5. Konsiliasi

6. Penghentian
Pemeriksaan

dia s anakan

Tk o bkcsanakan ———————————

Tk ada
pokiang mediag

TAHAP RESOLUSI & MONITORING

Acs Peluvang

s ”n
— sepak .
medan | :

Mediasi/

Konsilias

—

Medas gagal atau

Tidek sepakat bertuk
Tindakan koreial

YT ek sepakat et/
faigart! rugl

H
Tidek dinksanaian—

Tidak ddaicsanakan

Bl srukn

Monitoring

Pelaporan dan

publikas:

Y s amban




OMBUDSMAN
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Grafik. Alur Penerimaan Laporan Masyarakat



ALUR PEMERIKSAAN LAPORAN

EZMBBLHRSDMQN\ (Peraturan Ombudsman No 48 tahun 2020 tentang
Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan)
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PEMERIKSAAN LAPORAN
o OMBUDSMAN (Peraturan Ombudsman No 48 tahun 2020 tentang

Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan)

Respon Cepat Ombudsman (RCO)

Pasal 26
Kriteria Laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan respon cepat
Ombudsman berupa:
(1) kondisi darurat;
(2) mengancam keselamatan jiwa;
(3) Mengancam hak hidup.
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REPUBLIK INDONESIA

o OMBUDSMAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
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REPUBLIK INDONESIA

SINERGITAS OMBUDSMAN DAN APIP

Percepatan penanganan laporan/pengaduan
masyarakat;

Memberikan penjelasan terhadap laporan dengan
substansi yang sama guna meminimalisir kontra
rekomendasi antara Ombudsman dan APIP;

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan Pemerintah provinsi dan kab/kota;

Pertukaran informasi/data, cek & ricek apakah laporan
yang masuk ke Ombudsman sudah ditangani oleh
APIP;

Pendampingan dan penilaian inovasi pelayanan publik
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SINERGITAS OMBUDSMAN DAN APIP

» Keasistenan Pemeriksaan \

melakukan penanganan Laporan

» Jika Ombudsman tidak memiliki
Narahubung /Pejabat Pengelola
Pengaduan Pemda (Dinas, Badan,
UPT dsb), Inspektorat/admin lapor
Pemda membantu Ombudsman
mendapatkan Kontak tersebut

* Ombudsman Meminta Klarifikasi
kepada Terlapor dan berkoordinasi
melalui telepon/WhatsApp kepada
Inspektorat

» Berkoordinasi terkait LAHP
ditemukan maladministrasi

Ombudsman menyampaikan \
tembusan surat
klarifikasi/investigasi melalui
telepon/ WhatsApp kepada
Inspektorat.

Inspektorat turut mendorong
agar Terlapor segera
memberikan
tanggapan/penyelesaian laporan

Menghadirkan Inspektorat dalam
Investigasi/Konsiliasi/mediasi

Jika laporan selesal,
Ombudsman akan memberikan
surat tembusan pemberitahuan
penutupan laporan
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o IV VINNE  SINERGITAS OMBUDSMAN DAN APIP

Mengingat begitu pentingnya peran APIP maka
kedepan diperlukan optimalisasi dan penguatan
~ koordinasi antara Ispektorat, Admin Lapor Pemda
» dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah
pguna mengefektitkan pengelolaan pengaduan
~/ Internal, peningkatan kualitas pelayanan publik
Penyelenggara Pelayanan dan pencegahan
terjadinya maladministrasi dalam proses pelayanan
publik serta percepatan penyelesaian laporan di
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah







